
. LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 11 TAHUN'I9IE SERI B NO:3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR :6 TAHUN r9EE

TENTANG
KENDARAAN TIDAK BER]VTOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI
Menimbang : a.

'b.

Mengingat : l:

. 5|

.;:i

2.

3.

4.

bahwa dafam, rangka usaha meningkatkan ketertiban, ke-
amanan dan kelancaran lalu lintas jalan, maka dipandang perlu
mengatur kendaraan tidak bermotor yang menetap, berada dan
dioperasionalkan di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

bahwa ontuk keperluan tersebut, perlu diatur dalam Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di'Daerah ;

Undang'undang Nomor l3 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

lJndang.undang Nomor I 21Drt, tahun, 1 957 tentang Perat uran
Umum Retribusi Daerah ;

Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya ;

Undang-undan! Nomor 8 tahun l98l tentang Hukum Acara
Pidana yo Plr4tUf4n Pemerintah Nomor,27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaqn l(ttaU Undang-undang Hukum Acara Pidana :
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i6.' Peraturan Pemegirn4hJalri*ihtas Jalan tanggal l5 Agustus
1936 (Staattsblad':1936 No, 45llyo Peraruran pernerintah No.
28 tahun l95l ientaqeil#1rerrbatr Peraturan Lalu Lintas Jalan
(Wegverkeers verbraiinin*;fttaatsblad I 936 No. 45 I ).

Dengan Persetujuan Dewan Fei'.waki'iiniltdicyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati.

. I'4E Y::U.f ,.llrSrK,4,rN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH rcngUpnfnN DAERAH TINGKAT
II PATI TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

*:: : -..:tr:- _-

BAB I
KETENTUAN UMUM

. , Pasal I

Dalam'Fer.aturSn Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Pati.
idah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati.

c. Kendaraan'Tidak Bermotor'ialah setiap kendaraan yang tidali
digei[kkan'oleh pera-latan tehnik yirng

": ri pergunakan-untuk pengangkutan orang

',' ' ,, , atau'bafang:4i jalan selain dari pada
kendaraan yang ,bedalan di atas rel

, . , ., ;... ,. :. . migdnya Beqak, Dokar, Cika1, Grobak
, (Songkro).

d.P e m i I i k ialah orangatau badan yang memiliki

. ... .

; I "i -i I ' domiiili di'Daerah Kabupaten Dadrah
Tingkat II Pati;='i'' '

e:' ? e, n, g, e,pi : f : i{,i. . ;:'ialah .ofai}g ty$rg :rnehgfinudikan ken-
,,. :{a1ia6 i;i{3k B*'rnotor.

'

.EAB,II : ,:: .,

. PEMILIKAN
ii I '

' ' rllasal 2:

b-Daera.h

;ii i i:.i- 
tl)"stiuit Fcriffi odib'ffichilifi'3rrrt'$uhd Pemilikan Kcn-
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daraan Tidak Bermotor (SBPKTB) untuk'setiap kendaraannya
yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu I (satu) bulan sejak kenda-

raan tidak bermotor menjadi hak milik/dikuasai, pemilik ber-

kewajiban mengajukan permohonan untuk mendapatkan
SBPKTB secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk.
(3) Pelaksanaan dan tata cara untuk mendapatkan SBPKTB di-

tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

SBPKTB dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pemilikan kendaraan tidak bermotor beralih kepada orang
atau badan lain.

b. Pemilik pindah keluar daerah atau tidak berdomisili di daerah.

c. Kendaraan tidak bermotor tersebut dalam SBPKTB tidak ber-
Ja" Jiad"t uru,, aiop"t*ikan diluar'daerah selama dua bulan
secara terus menerus.

d. Pemilik meninggal dunia.

e. Kendaraan Tidak Bermotor tersebut musnah.

BAB III
NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 4

(l) Kendaraan Tidak Bermotor yang menetapkan dan beroperasi
dijalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di-
samping harus ada SBPKTB nya, wajib dilengkapi pula

, i dengan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB)
yang terpasang pada kendaraan.

(2) Kendaraan Tidak Bermotor yang berada di daerah lebih dari
2 (dua) bulan berturut-turut dianggap menetap di daerah.

Pasal 5

(l).Hak pemilikan',:dan atau pemakaian- TNKTB,dibuktikan
dengan Suiai'Tanda 'Nomgr Kendaraan Tidak'' Bermotor
( STNKTB ) yang dikeluarkan oleh',Bupati Kepala Daerah.

(2) STNKTB dan TNKTB berlaku untuk jangka waktu I (satu)

tahun.
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(3),Pelaksanaan, dari, tata'eara untuk rnendapatkan STNKTB

beserta TNKTB ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasat 6

STNKTB,.danrtNKTB tidak dapat diberikan apabila :

a. Kgndaraan Tidak,Bermotor tidak memenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan Pgraturan Perundang-undangan yang ber-
laku.

b. K€ndaraan Tidak Bermotsr {alam keadaan kurang cukup
pemeliharaannya, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi
lalu lintas.

c. Pemoho.n tidak dapat memenuhi syarat-syarat administrasi.

Pasal 7

(l) STNKTB d4n,TNKTB dinyatakan tidak berlaku apabila :

a" Kendaraan yirng bersangkutan hilang atau rusak atau di-
ubah sedemikian rupa sehingga keadaannya sangat menyim-
pang dari keterangan yang tercantum dalam SfNXfn.

b. Setelah lewat 2 (dua) bulan semenjik orang yang namanya
tersebut dalam STNKTB tidak lagi'menjadi pernilik.

c. TNKTB yang dipasang bukan TNKTB yang sah.
d. Masa berlakunya telah habis.

(2) Bagi STNKTB dan TNKTB yang berdasarkan ketentuan-
l', ketentuan dalam ayat (l) pasal ini dinyatakan ticlak berlaku,

maka Pemilik yang bersangkutan berkewajiban dalam waktu
2 (dua) mingg.u mengajukan permohonan kepada Bupati

' Kepala,Daer4h-4t4u Pejab4t'y4gg,ditunjuk unruk mendapat-
kiin STNKTF'b.e1g11a TNKTp yang. b.4.ru.

(3) Bagi STNKTB dan TNKTB yang hilang/rusak pemiliknya ber-
kewajiban, mengajukin permohonan penggantian.

.:
P":A,B rV ,i '':: "PEN'cuJIA'N
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dioperaiikan diberikan Surat Uji din tCnda uji.
(3) Sqrat Uji berlaliii p,1.fri!,iangtaiwaktu I (satu) rahun.
(4) Pelaksanaan dan rata cara pengujian ditetapkan oleh Bupari

Kepala Daerah.

Pasal 9
(l) Surat Uji dinyatakan tidak berlaku apabita :

a. Masa berlakunya telah habis.
b. Kendaraan Tidak Bermotor yang bersangkutan sudah tidak

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
(2) Kendaraan Tidak Bermotor yang tidak dilengkapi Surat Uji

dilarang dioperasikan

BAB V
..P E N C'E M.U'D I. :

pasal t0
Pengemudi yang mengemudikan kendaraan tidak bermoror dijalan ;

a. Wajib mempunyai Surat ljin Mengemudi (SlM)
b. Harus dapat memperlihatkan STNKTB, Surat Uji dan arau

tanda bukti lain yang berlaku sebagaimana diwajibkan menurur
ketentuan yang berlaku apabila diperiksa oleh petugas.

c. Harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku tentang pe-
nomoran, penerangan, peralatan, susunan perlengkapan dan
pemuatan terhadap kendaraan.

d. Harus rirampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar,
mengetahui Peraturan, Sopan Santun dan Tertib Gtu I-in,u,
Jalan. :

pasal I I
(l) Untuk mendapatkan SIM seorang pengemudi harus mengaju-

. kan perrnohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk"dengan.mengisi formulir yang relah
disediakan dilampiri surat keterangan penduduk arau foto
copy Kartu Tanda Penduduk dan 5 (lima) lembar, pas foto
ukuran 3 x4 Cm.

(2) SIM dapat diberikan spabila pengemudi, memenuhi syarat-
' .,Syaral ;:i. .r' - ,: .:,' ' , , . 

.1-: a; Sudah berumur:,sekurans+fturatrgfiY.er l8 tahun.



6

.,, ,!.,Feh4m d1n mengerti peraturanlPgr-1lqan lalu lintas'
' 
J. qtap menggmudikan 

:kendaraSn 
lidak bermotor' 

-- -' , d.,biidorniritili wilayah Kabupatbn Daerah Tingkat II Pati

''"yafig di'buktikan dmgan''KTP.'
e, 3enat Badan yang"dinyatakan dengan Surat Keterangan

Dokter Puskesmas.

(3) SIM berlaku untuk jangka waktu 5 (lima),!uhT-.- 
- -.

(4) Pelaksanaan dan tata cara untuk mendapatkan SIM ditetap-

, kan oleh,BuPati,KePala Daerah'
'' ' Pasall2

SIM dinyatakan tidak berlaku apabila :

a' Masa berlakunya telah habis' 
M terah dicabut hak-b. Orang yang namanya tercantum dalam SII

nya untuk mengemudikan kendaraan tidak bermotor karena

suatu Pelanggaran.
c. Telah diberi surat keterangan mengemudi yang baru'

d. Rusak

. RETR.IBUSI
Pasal 13

(l) Untuk pemberian SBPKTB kenlda pemiliknva dikenakan Bea

Balik Nama dan Biaya Adminiqtrqsi'

(2) Untuk pemberian STNKTB, TNKTB, Surat Uji, Tanda Uji
dan SIM dikenakan retribusi.

(3) Beiarnya Bca Balik Nama, Biaya AdminiStrasi dan Retribusi

ditetapkan :

a. Batik nam6"'kendaraan tidak bermotor sebesar 5 9o bagi

].'..]kendaraanbarudan2t/ro6.untuk.kendaraanlamadari
: .:',hargapembelian'ber.dasarkan'transaksi pembelian masing-

masing kendaraan.
- i, r', -b.,STNKTB, * TNKTB sebesar'R'p'" l'500,00
,': i ::' ic: -Surat, Uii" i, Tanda Uji sebesav Rp' i'l'500,00

d.SIMsebesarRP. l'500;0O' ' 1 
"'

.,{4), ?ernilik dan,atau pengemudi yang.terlarirbat,mengajukan per-

mohonan SBPKTB, STNKTB besertaTNKTB' Surat Uji dan

, :: SIM,dikenakan'd€nda:sebear 'lO 9o'dari Bea Balik Nama'
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Biaya Administrasi dan atau tetribusi y.4ng harus dibayar.

(5) Penetapan kendaraan baru dan lama diatur lebih lanjut dengan

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

. . BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(l) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (l) dan (2), Pasal

4 ayat (l), Pasal 7 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (l), Pasal 9

ayat(2), Pasal 10, Pasal ll ayat (l), Pasal 13 ayat (l), (2),

(3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman

kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda se-

banyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini adalah
pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIK,{N

Pasal 15

Selain Pljabat Penyidik POLRI yang'bertugas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri :Sipil (P?NS) dilingkungan
Femerintah Daerah yang,pengangkatan dan dalam menjalankan
tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang.undangan yang ber-
laku.

P EB$3tiu 
"

Pasal 16

(l) Peraturan Daerah ini mulai berlakupada hari pertama sesudah

tanggal pengundangannya.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan
yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng-

undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT*f,PATtr. a :''r :'r:

KETUA, ,,i.,.
ttd,

,,., , ., ., . MQ€rf ..cHoLIL

:.-:i::iE Pati;.,21 Juli 1988
BUPATI KEPALA DAERAH

TINCKAT II PATI

ttd.

SAOEDJI

::i i ::: t:

, .' . , ,,, ,Denglp'Kepglugan Gulgrnur ' ,

, ,.. :: i :- ,K.-"P4ltoqeP! rilgli* I,, : ,
Jawa Tengail,"'" -t. .,-' '

Tanggal : I Oktober tg88 No.'ISd'3'/iIZ/lgBB
An. SEKRETARIS "WILAYAH DAERAH TINGKAT I.':

JAWA TENGAH
Kepala'Biro Hukum,

,,,, p{gn{qpgkan dalam, !,embaran Daerah, K3b.,qBaten
Daerah Tingkat,II Pati tanggal 6 Desember 1988

Nomor : lt Seri B Nornor : 3

Sekretaris Wilayah/Daerah,

-i i" :', r' ttd.
:; I I : 

'.:

Drs. SOEWARTONO,_m
il:li=iii :a 1i. :iii't:

. ,i:Si i,ii..,,-:i .;1 .t.::,

.-.:...!_t: ...:.i: ii :i5;,.1:

{ i. :;,:,;

.,. !



LAMPIRAN : Keputusan Gubprnur.Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : I Oktober 1988.
Nomor : 188.1/212/1988.

PERUBAHAN ATAS Pf,RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

NoMoR 6 rAHUN'om '#1T:*t!Hl$Il^^* rrDAK BERMoToR

l. Dasar hukum "Mengingat" ditambahkan I dasar hukum baru yaitu nomor
"5" (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

"5. Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana jo
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana", selanjutnya nomor 5 lama diubah
menjadi nomor "6" (baru).

2. Fasa! 2 ayat (l), diantara perkataan "Surar Bukti Pemilikan Kendaraan Tidak
Bermotor {SBFKTB)" dan "yang" disisipkan perkataan "untuk setiap kendara-
annya" "

3. Pasal 4 ayat (l), perkataan "wajib memiliki dan memakai" diubah nrenjadi
"disamping harus ada SBPKT-nya, wajib dilengkapi pula dengan", selanjutnya
dibelakang perkataan "Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB),'
ditambahkan perkataan "yang terpasang pada kendaraan".

4. Pasal 7 ayat (2), perkataan "pemilik" dihapus, selanjutnya diantara tanda baca
"koma (,)' dan perkataan "berkewajiban" disisipkan perkataan "maka pemilik
yang bersangkutan".

5. Pasal l0 huruf d, diubah dan dibaca sebagai berikut :

"d. Harus mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar, mengetahui
peraturan, sopan santun dan tertib lalulintas jalan,,.

6. Pasal l3 ayat (l), (3) dan (4), perkataan "Bea Balik Naman ditambah perkataan
"Biaya Administrasi".

7. Ketentuan BAB VII lama diuo-ah menjadi 'BAB VII' (baru), selanjutnya ke-
tentuan BAB VIII lama diubah menjadi 'BAB VII' (baru).

8. Pasal 14lama diubah menjadi "Pasal l5o @aru), selanjutnya perkataan ,,peng-

angkatannya' ditulis "pengangkatan' dan perkataan numum, serta perkataan
"ditetapkano, masing-masing diubah menjadi 'POLRI" dan "dan dalam men-
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